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Abstract 
 
Islam and Pancasila are often debated and confronted and both are often 
regarded as two ideological poles that are opposite each other. The dialogical process 
between Islam and Pancasila is a long journey of Indonesian history. Pancasila is not 
Islam, but Pancasila has a spirit that revives it through Islam. Pancasila is considered a 
gift of Muslims to the Unitary State of the Republic of Indonesia and it is impossible for 
Muslims to betray it. This article tries to discuss about Islam and anti-Pancasila 
stereotypes, a label that the government and certain groups have attached to the rise of 
identity politics that has brought the religion of Islam in Indonesia. 
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A. PENDAHULUAN  
Pancasila merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila 
merupakan dasar berdirinya NKRI. Lebih jauh, Pancasila adalah dasar dalam 
mengatur penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila juga merupakan 
pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, ia menjadi titik 
orientasi seluruh kehidupan masyarakat secara luas (Naim, 2015). 
Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup, Pancasila juga 
memiliki peranan dan fungsi lain. Fungsi-fungsi Pancasila menunjukkan bahwa 
Pancasila memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bangsa 
Indonesia. Karena itu ketika semakin banyak warga masyarakat yang tidak 
mengetahui dan memahami terhadap Pancasila dan nilai-nilai yang dikandung 
maka kondisi ini sesungguhnya membahayakan bagi kehidupan bangsa ini. 
Bangsa ini bisa kehilangan arah dan titik orientasi. 
Pancasila kini menghadapi tantangan yang cukup berat. Nilai-nilai luhur 
Pancasila kian tergerus oleh zaman, baik dalam tata kelola pemerintahan 
maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari-hari. Padahal, 
Pancasila merupakan roh bangsa yang semakin dibutuhkan untuk menghadapi 
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tantangan dan persoalan bangsa ini. Takdir sebagai bangsa dengan pluralitas 
semakin luntur. Padahal sejarah telah menunjukkan bahwa pluralitas dan 
kebhinekaan Indonesia disatukan dan diikat oleh Pancasila. 
Selain itu, Pancasila sekarang juga berhadapan dengan tantangan dari 
ideologi lain. Ideologi yang diusung oleh kelompok Islam radikal dan 
kelompok liberal menjadi tantangan serius. Kalangan Islam radikal dan Islam 
liberal berusaha secara sistematis untuk meminggirkan Pancasila dari sistem 
ekonomi, politik, dan budaya. Ada cukup banyak bukti untuk hal ini, di 
antaranya adalah adanya undang-undang yang tidak lagi merujuk ke nilai-nilai 
Pancasila (Said Aqil Siradj dan Mamang Muhammad Haerudin, 2015). 
Kegagalan pemerintah dalam mengelola negara dipandang oleh 
sebagian umat Islam sebagai kesalahan dalam memilih bentuk dan ideologi 
negara. Bagi sebagian umat Islam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah 
seharusnya diganti dengan sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah dengan 
mengganti pancasila dengan syariat Islam sebagai ideologi Negara (Nashir, 
2013). Cita-cita mendirikan Negara Islam di Indonesia masih diperjuangkan 
oleh kelompok-kelompok seperti NII, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan sebagainya 
(Baidhawy, 2016). 
Kelompok-kelompok ekstrem minoritas bahkan menyebut Pancasila dan 
tiga pilar lainnya sebagai ideologi “taghut” (Tim FORZA Pesantren, 2015). 
Pemerintahan yang berjalan selama ini yang berlandaskan pada Pancasila 
dituding sebagai pemerintahan yang tidak Islami. Sehingga menurut kelompok 
tersebut, Indonesia mengalami kebobrokan dan kecarut-marutan baik dalam 
bidang moral, intelektual, maupun spiritual. Dengan diberlakukannya syariat 
Islam maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan disegani. 
Bermodalkan tuntunan Tuhan (baca: Allah) dengan menerapkan syariat Islam, 
segala permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara akan teratasi, karena 
Islam merupakan panduan utuh kemanusiaan (Nashir, 2013). 
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Sebaliknya pihak pemerintah dan kelompok pro pemerintah menyebut 
kelompok ini sebagai kelompok radikal, intoleransi, anti pancasila dan anti 
NKRI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi suatu agama, 
dalam hal ini oknum yang mengatasnamakan Islam sebagai dasar gerakan 
mereka. Sehingga untuk menangkal hal itu Pemerintah Republik Indonesia 
kemudian membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sebagai ujung tombak 
pemerintah, untuk terus meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dari hari ini. 
Wawasan kebangsaan serta empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Bhinneka 
Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI agar terus didengungkan, disosialisasikan 
secara intensif kepada publik melalui berbagi bentuk kegiatan, antara lain; 
membentuk sebuah forum bersama yang konsen dengan wacana-wacana 
kebangsaan dan kebersamaan. Tugas pemerintah dalam konteks ini tidak main-
main, cukup berat, terutama menjawab factor penyebab pertama, yaitu 
memenuhi ketidakpuasan kalangan bawah akibat melebarnya kesenjangan 
ekonomi dari waktu ke waktu. 
Akhir-akhir ini, wacana syariat Islam kembali menjadi objek 
pembicaraan masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat dari laporan hasil survey 
Lingakaran Survei Indonesia (LSI), yang menyatakan bahwa cita-cita publik 
untuk membentuk Indonesia sebagai negara Islam sangat kuat. Simpulnya, 
publik sangat menginginkan nilai-nilai agama masuk dalam pemerintahan. 
Publik menginginkan Indonesia berdasarkan agama. Artinya, agama mengatur 
banyak hal dalam kehidupan publik yang masuk dalam pemerintahan (LSI 
“Menurunnya Pro Pancasila dan Harapan pada Capres, 17/7/2018). 
Masih menurut data LSI, cita-cita publik yang kuat untuk mendirikan 
negara berdasarkan agama disebabkan fakta objektif masyarakat di lapangan 
yang pro terhadap Pancasila menurun. Publik sangat menghendaki sekali 
NKRI ini bersyariah, yakni syariat Islam. Dalam kurun waktu 13 tahun terakhir, 
publik yang pro-Pancasila menurun sebanyak 10%. Padahal pada tahun 2005 
masih berada di angka 85,2%, 2010 (81,7%), 2015 (79,4%), dan di 2018 anjlok 
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kembali menjadi 75,3%. Meski masih mayoritas, namun fakta terjadinya 
penurunan sebesar 10% tetap perlu mendapat perhatian serius. Sedangkan 
publik yang pro-NKRI bersyariah justru mengalami kenaikan dari 4,6% di 2005 
menjadi 7,3% di 2010. Angka tersebut kembali merangkak naik pada 2015 
dengan 9,8% dan 13,2% pada 2018. Jadi dalam kurun 13 tahun ada kenaikan 
persetujuan publik terhadap NKRI bersyariah sebesar 9%. 
Faktor penyebab utama publik ingin sekali “memimpikan” NKRI ini 
bersyariah ada tiga hal yaitu: Pertama, persoalan ekonomi, yaitu adanya 
ketidakpuasan kalangan bawah akibat melebarnya kesenjangan ekonomi dari 
waktu ke waktu. Kedua, intensifnya paham alternatif di luar Pancasila, hal ini 
terbukti mampu menarik warga muslim untuk mengkajinya lebih 
dalam. Ketiga, sosialisasi pemahaman terhadap Pancasila dari masyarakat ke 
masyarakat kurang efektif. 
Data yang sungguh ironis hasil survey LSI di atas menjadi pekerjaan 
rumah (PR) yang harus segera diselesaikan pemerintah dengan serius. 
Terobosan-terobosan baru harus segera diciptakan. Pendidikan Pancasila di 
lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dini hingga perguruan tinggi 
harus tetap menjadi bagian penting dari kurikulum. Ormas, organisasi 
keagamaan, pemuda, harus bekerja sama dalam membina ideologi Pancasila. 
Kerjasama ini membutuhkan peran semua pihak untuk menjaga Pancasila 
sebagai ideologi bangsa karena pertarungan ideologi ataupun infiltrasi ideologi 
saat ini sudah sangat nyata. Ideologi Pancasila bisa mengarahkan kepada kita 
kembali pada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia agar pertarungan 
ideologi tetap kita menangi. 
Artikel ini mencoba membahas tentang islam dan streotif anti pancasila, 
sebuah lebel yang disematkan pemerintah dan kelompok tertentu terhadap 
kebangkitan politik identitas yang membawa agama islam di Indonesia. 
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B. METODOLOGI 
Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka. Data yang diperoleh 
oleh penulis bersumber dari buku-buku, jurnal, serta media lainnya seperti 
digital software yang berkaitan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Langkah-
langkah penelitian untuk memperoleh data secara kronologis dapat dirinci 
sebagai berikut: (1) mengamati fenomena yang masih menjadi perdebatan, 
yaitu pro kontra Pancasila dengan Syari’at Islam; (2) mengaitkan isi Pancasila 
dengan inti ajaran Islam atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an, 
melalui fasilitas mesin pencari yang tersedia dalam Al-Qur’an digital; (3) 
mencari solusi dan menarik kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan. 
 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Perdebatan Faksi Agama dan Nasionalis dalam Perumusan Dasar 
Negara Indonesia (Pancasila) 
Perbincangan tentang Pancasila sesungguhnya sudah sangat panjang, 
sejak awal gagasan sampai sekarang ini. Pro dan kontra mengiringi dinamika 
perjalanan sejarah Indonesia. Pancasila tidaklah serta merta diterima begitu saja 
sebagai dasar negara, banyak perdebatan di antara berbagai kalangan sebelum 
akhirnya Pancasila diputuskan dan diakui sebagai dasar negara.  
Ketika UUD 1945 akan disahkan, dialektika mengenai relasi agama dan 
negara menjadi awal perdebatan yang menguras energi. Waktu itu ada 
perbedaan pandangan yang cukup tajam diantara para founding fathers yaitu, 
antara faksi Islam dan faksi nasionalis dalam siding BPUPKI. Faksi Islam 
menghendaki Negara berdasar Islam, sedangkan faksi nasionalis menginginkan 
negara yang tidak berdasarkan agama (Yamin, 1959). Faksi Islam berprinsip 
bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak dapat dipisahkan dari urusan 
kenegaraan, karena agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia 
dengan Tuhan saja, melainkan juga hubungan sesama manusia, lingkungan 
dan alam semesta (Uhli, 1998). 
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Sedangkan faksi nasionalis berprinsip bahwa agama dan negara harus 
dipisahkan secara tegas dan proporsional, dengan keyakinan bahwa fungsi 
agama hanya mengurusi ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kehidupan 
akhirat dan urusan pribadi saja, sementara Negara memang merupakan 
masalah politik yang berurusan dengan duniawi (Abdillah, 1999).  
Sekalipun proses perdebatan mengenai pilihan dasar Negara sangat 
keras, perdebatan itu berakhir pada suatu titik kompromi atau kesepakatan 
(concensus) yang dituangkan dalam Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai 
rancangan Pembukaan UUD, tanggal 22 Juni 1945. Prinsipnya, piagam ini 
merupakan gentleman’s agreement atau social contract dari wakil-wakil yang ada 
dalam forum penyusunan UUD tersebut. 
Formulasi resmi pertama Pancasila terdapat dalam Piagam Jakarta, yang 
sila pertamanya adalah “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syar’iat 
Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsekuensinya, kalimat tersebut juga 
dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 dan adanya ketentuan yang 
mengharuskan Presiden orang Indonesia asli dan beragama Islam. Di sini, 
nampak kedudukan hukum Islam disebutkan secara ekplisit dan mempunyai 
posisi yang kuat sebagai cita hukum (rechtsidee). Ini berbeda dengan masa 
sebelumnya. Pada zaman Belanda, hukum Islam secara sistematik direduksi 
dengan diberlakukannya hukum adat bagi golongan bumi putera dan hukum 
barat bagi golongan Eropa. 
 Menurut Hazairin (1990), adalah reaksi yang wajar dari pihak Islam 
untuk merehabilitasi hidup keagamaannya melalui “tujuh kata” di Piagam 
Jakarta. Namun, kompromi yang tertuang dalam Piagam Jakarta itu 
diformulasikan kembali pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam siding PPKI, 
dengan alasan kekhawatiran kalangan rakyat Indonesia Timur terhadap 
kandungan yang ada dalam Piagam Jakarta. Alhasil, “tujuh kata” dalam 
Piagam Jakarta dihilangkan menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.  
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Kendati tanpa memuat delapan kata dari Piagam Jakarta, prinsip 
Ketuhanan Yang Maha Esa tetap mempertegas bahwa ada hubungan yang 
tidak dapat dipisahkan antara Negara dan agama dalam bangunan ideal 
Negara Indonesia di cita-citakan. Dalam posisi demikian, Negara Republik 
Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. 
 
2. Nilai-Nilai Islam dalam Sila Pancasila 
Diskursus Islam dan Pancasila sebagai sebuah ideologi di Indonesia 
menarik untuk dikaji, untuk itu dalam bagian ini akan diulas serta dianalisis 
sila-sila Pancasila dalam kaitan dengan Islam melalui ayat-ayat Quran. Quran 
digunakan sebagai pisau analisis dalam tulisan ini karena ia adalah sumber 
acuan tertinggi dalam ranah hukum Islam. Ideologi Islam selalu mengacu 
kepada hukum tertingginya yang digunakan pula sebagai Grun-dnorm dalam 
konsep hukum Islam. Mengkaitkan keduanya dengan membedah sila serta ayat 
memiliki tujuan untuk melihat titik taut selain itu juga dikaji apakah terdapat 
benturan filosofis diantara keduanya.  
 
Sila Ketuhanan yang Maha Esa 
Sila ini merupakan sila pertama Pancasila. Perdebatan sila pertama 
mengemuka ketika muncul pertanyaan mendasar siapakah yang dimaksud 
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara historis kultural, Bangsa Indonesia 
telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan 
roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu kepada konsep politheisme hingga 
pengakuan tnggal atas Tuhan (mono-theisme). Jiwa dan semangat religiusitas 
manusia Indonesia sejak dahulu yang mengakui Tuhan dalam beragam 
keyakinan menolak faham ketiadaan Tuhan (ateisme) dalam kehidupan 
manusia (Husaini, 2009).  
Jika kita telaah lebih jauh, konsep ideologi Ketuhanan yang Maha Esa 
tidak kita temukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-Islam (Kartohadiprojo, 
2010). Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme-dinamisme, 
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kemudian bergerak masa Hinddu-Buddha yang me-nyembah banyak dewa 
tidak mengilhami nilai ideologi Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ke-tuhanan 
Yang Maha Esa jelas mengadopsi konsep bertuhan Islam, hal ini begitu jelas 
dan tegas Tuhan berfirman dalam Quran: “Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha 
Esa” (Qs.an-Nahl [16]: 22), “Dan Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua 
tuhan, hanyalah Dia Tuhan Yang Maha Esa (Qs.an-Nahl [16]: 51).  
Islam sebagai ajaran agama yang menerapkan bahwa hanya ada satu 
Tuhan, yaitu Tuhan Allah. Peletakan ideologi Ketuhanan Islam dalam Sila 
Pertama Pancasila adalah tepat mengingat bahwa Islam telah berkembang 
sebagai agama Nusantara yang mewarnai kehidupan manusia Nusantara sejak 
lama hingga kini. Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila Sila Pertama 
tidaklah mengandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya 
di Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila 
memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain di bumi Indonesia.  
Ketuhanan Yang Maha Esa diakui atau tidak merupakan sembangsih 
besar Ideologi Islam terhadap Ideologi Pancasila. Islam menolak konsep 
Ketuhanan politeisme, Islam hanya mengakui satu Tuhan yaitu Allah SWT 
sebagai satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Peletakan Sila 
pertama Pancasila dengan Ketuha-nan yang Maha Esa sebagai landasan 
ideologi negara merupakan kemenangan para ideolog muslim Indonesia.  
Nilai Pancasila telah mengadopsi ideologi utama Islam yaitu Tauhid. 
Tauhid adalah dasar utama dalam sokoguru bangu-nan ajaran Islam. Ideologi 
Islam yang berazaskan Tauhid telah diterapkan oleh para Bapak Pendiri Bangsa 
dengan meletakkannya pada Sila pertama Pancasila. Ayat Quran sebagai basis 
Tauhid umat Islam terdapat dalam banyak ayat Quran, dan salah satu yang 
menegaskan nilai Tauhid adalah Quran Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas diakui 
sebagai inti dari ajaran Islam, yaitu Pengakuan atas Keesaan Tuhan. Nilai ini 
kemudian diletak-kan dalam basis utama fondasi filosofi bangsa yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab  
Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah 
kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa me-mandang 
suku, agama, bangsa dan negara. Kemanusiaan melampaui batas negara, ia 
adalah sikap untuk dengan sadar menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nilai 
kemanusiaan menolak sikap chau-vinisme yang mementingkan kebenaran 
dirinya dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini 
menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya, adil 
terhadap manusia lainnya, karena adil adalah sifat Tuhan.  
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengilhami sila-sila berikutnya, dengan 
demikian dapat dikata-kan bahwa nilai Tauhid Islam mewarnai sila-sila dalam 
Pancasila. Dalam konteks kemanusiaan yang adil juga beradab, maka Islam 
juga turut memasuk-kan nilai-nilai dasarnyanya yaitu sifat adil yang 
merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib ditela-dani oleh manusia. Sifat 
beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat 
secara tegas di dalam Quran Surah an-Nahl [16]:90: “Sesungguhnya Allah 
menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 
dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran” 
Ayat tersebut di atas mengandung garis hukum, yaitu: pertama, 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”. 
merupakan perintah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada manusia yang 
berasal dari Allah SWT. Terdapat dua perintah Allah SWT, berlaku adil dan 
berbuat kebajikan. Keduanya merupakan perintah setaraf dan seimbang, 
dimana seseorang wajib berbuat adil sekaligus berbuat kebajikan. Berbuat 
kebajikan merupakan bentuk dari nyata manusia yang telah dikeluarkan dari 
kegelapan masa jahiliyah. Sebuah masa dimana manusia berbuat me-nyimpang 
dari ketentuan Tuhan. Masyarakat manusia mengalami proses pencerahan 
(enlightment) ketika berada dalam kondisi yang tercerahkan secara pola fikir 
dan perbuatan.  
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Kedua, “Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan”, 
mengandung perintah berupa larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan keji. Perbuatan keji terhadap sesama muslim, terhadap 
sesama manusia, maupun terhadap alam ciptaan Tuhan. Perbuatan keji 
merupakan sebuah pekerjaan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan 
keji menjatuhkan manusia ke dalam kehancurannya. Pembangunan manusia 
Islam menciptakan manusia berbuat adil, menjauhkan manusia dari perbuatan 
keji, yang tentunya menuntut manusia untuk berbuat kemungkaran, dan 
permusuhan. 
Sikap manusia yang menghargai manusia lainnya, menghargai hak azasi 
manusia sebagai hak yang paling mendasar tampak nyata pula dalam Quran. 
Tuhan berfirman: “Dan sungguh kami telah memuliakan anak-anak Adam” (Qs.al-
Isra [17]:70). Firman Tuhan ini menunjukkan sebuah ketegasan bahwa Tuhan 
memuliakan manusia semuanya. Tuhan memuliakan siapapun dengan tidak 
meren-dahkan manusia yang satu dengan yang lain. Manusia apapun 
keyakinan yang dianutnya merupakan anak-anak Adam, dan Tuhan 
memuliakan mereka semua. Ayat Tuhan tersebut berkait erat dengan Firman 
Tuhan di dalam Quran: “dan jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan 
Allah, kecuali dengan alasan yang benar”. (Qs. al-Israa [17]:33). Firman Allah ini 
merupakan perintah larangan tegas untuk membunuh nyawa yang 
diharamkan, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibe-narkan 
tentunya berkaitan dengan hukuman atas pelaku kejahatan (Qishas) yang telah 
menimbulkan kerusakan di muka bumi. 
Ketiga Firman Allah SWT tersebut menunjukkan sebuah perilaku 
kesusilaan, sebuah sikap ma-nusia Indonesia yang bebrudi luhur, menghargai 
manusia tanpa memandang keyakinan religiusnya. Inilah sumbangsih Islam 
guna mewujudkan manusia yang tak terpisahkan dari dunia internasional yang 
menghargai hak azasi manusia. Islam bukanlah aga-ma yang merusak 
kemanusiaan, Islam adalah agama yang membangun peradaban manusia. 
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Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bahkan Rasulullah SAW 
sangat menghormati pemeluk agama lain-nya dimana di Kota Madinah hidup 
masyarakat Islam dan Yahudi. 
Sikap dan perilaku manusia yang adil dan beradab adalah pencerminan 
sifat Tuhan yang Maha Adil, dan Maha Memuliakan HambaNya. Sifat inilah 
yang wajib diteladani oleh manusia Indonesia yang menyatakan keadilan dan 
keberadaban sebagai sebuah ideologi. Ideologi manusia yang mengutama-kan 
penghormatan dan penghargaan atas manusia setelah ia mengakui Keesaan 
Tuhan. Inilah penjelmaan hablum minallah dan habluminanas dalam ideologi 
Pancasila (Azhary, 1992). 
 
Sila Persatuan Indonesia  
Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai 
ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia Indonesia. 
Inilah semangat nasionalisme Indonesia yang bera-gam. Penghargaan atas 
keberagaman dalam persa-tuan dalam Islam tergambar jelas dalam firman 
Allah Swt: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki 
dan perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
agar kamu saling mengenal” (Qs. al-Hujuurat [49]:13) 
Ayat tersebut di atas menggambarkan bagai-mana Tuhan menciptakan 
manusia dalam beragam budaya (multikultur). Bangsa Indonesia diciptakan 
Nya dalam beragam suku, dan tentunya setiap suku dibekaliNya dengan alat 
komunikasi berupa bahasa kaumnya. Beragamnya suku bangsa dari manusia 
ciptaan Tuhan ini menyadarkan kita bahwa kita hidup bersama dengan 
manusia lainnya yang beragam suku bangsa. Menyatunya berbagai ragam suku 
bangsa dalam bingkai Indonesia ini adalah akibat terjadinya penjajahan yang 
telah menyeng-sarakan manusia Indonesia. 
Nilai persatuan antar umat beragama diletakkan sebagai basis ideologi 
Bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri atas 
beragam etnik, suku dan keyakinan. Keberagaman ma-syarakat yang 
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multikultur ini menjadikan kita semakin menyadari bahwa setiap umat 
beragama di Indonesia harus terjalin persaudaraan. Kesadaran atas kesamaan 
kebutuhan, kepentingan, tidak menjadikan kita saling menghancurkan, saling 
membunuh, merusak hanya akan menimbulkan kehancuran peradaban 
Indonesia. Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari sebuah bangsa yang 
besar melihat adanya sebuah nilai-nilai kesadaran bangsa melalui nilai-nilai 
yang terkandung dalam ajaran Islam.  
 
Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
Permusyawaratan Perwakilan  
Sebagai masyarakat yang beragam, maka setiap komponen bangsa 
menyadari bahwa setiap masalah yang dihadapi selayaknya diselesaikan 
melalui mekanisme musyawarah dibandingkan mengutamakan kepentingan 
kelompok atau golongan. Prinsip-prinsip musyawarah begitu diutamakan 
dalam Quran, dan hal tersebut telah diletakkan dalam fondasi ideologi permu-
syawaratan rakyat yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. “Dan 
bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” (Qs.Ali Imran [3]:159).  
Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan umat, dengan 
demikian menjadi logis bahwa Islam mengutamakan musyawarah dan 
kerjasama konstruktif untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. 
Kerjasama dan sikap saling menolong begitu utama dalam Islam sehingga 
Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai peperangan perlu mengundang 
para sahabat untuk bermusyawarah. Rasulullah adalah orang yang suka 
bermusyawarah dengan para sahabatnya, bahkan beliau adalah orang yang 
paling banyak bermusyawarah dengan sahabat. Beliau bermusyawarah dengan 
mereka di perang badar, bermusyawarah dengan mereka di perang uhud, 
bermusyawarah dengan mereka di perang khandak, beliau mengalah dan 
mengambil pendapat para pemuda untuk membiasakan mereka 
bermusyawarah dan berani menyampaikan pendapat dengan bebas 
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sebagaimana di perang uhud. Beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya 
di perang khandak, beliau pernah berniat hendak melakukan perdamaian 
dengan suku ghatafan dengan imbalan sepertiga hasil buah madinah agar 
mereka tidak berkomplot dengan Quraisy (Hasyimi, 2009). 
Kata “mereka” dalam ayat musyawarah tersebut di atas dapat 
ditafsirkan bahwa musyawarah dapat dilakukan dengan sesama kaum muslim, 
maupun dengan kaum non muslim. Begitu agungnya cara musyawarah untuk 
mencapai sebuah tujuan sehingga musyawarah merupakan bagian dari 
perintah Allah SWT bagi kaum muslimin setelah sholat. Allah SWT berfirman: 
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 
berikan kepada mereka.” (Qs. as-Syuura [42]: 38) 
Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses 
bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa 
Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog 
dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran. 
Proses nilai-nilai mu-syawarah yang demokratis ditunjukkan oleh Ra-sulullah 
Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena para sahabat lebih 
mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan Beliau sendiri. Bahkan sikap 
demokratis Beliau juga diikuti oleh para sahabat ketika melakukan proses 
pemilihan Khalifah sebagai pemimpin umat pengganti Rasulullah SAW. Proses 
musyawarah yang demokratis tidak sekedar mengutamakan suara rakyat 
semata-mata tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hukum. 
 
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia  
Keadilan sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh 
rakyat yang Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang 
berkeadilan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Az-Dzariyat [51]:19: “Dan pada 
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harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang 
miskin yang tidak mendapat bagian.” 
Berdasarkan ayat tersebut di atas maka harta harus beredar secara adil 
kepada masyarakat secara adil. Harta yang Allah Swt turunkan kepada setiap 
hambaNya juga dititpkan harta bagi orang miskin. Harta yang dititpkan 
menjadi hak orang miskin, sehingga dalam penguasaan harta tidak dikenal 
penguasaan harta secara mutlak. Harta yang didistri-busikan oleh manusia 
adalah harta milik manusia lainnya. Konsep pemusatan harta hanya di tangan 
golongan tertentu tidak dapat diterima, karena akan menimbulkan 
ketimpangan ekonomi yang menja-dikan jurang pemisah antara kaya dan 
miskin se-makin lebar. Keadilan sosial adalah tujuan terciptanya keadilan 
dalam Islam, Islam menolak konsep kapitalisme yang memusatkan harta hanya 
di tangan para pemilik modal. Islam adalah agama adil, karena keadilan adalah 
sifat Tuhan dan berbuat akan men-dekatkan diri setiap hamba kepada Tuhan. 
Konsep keadilan sosial dalam Islam juga berbeda dengan keadilan sosial 
dalam sistem sosia-lisme. Keadilan sosial dalam Islam memiliki basis tauhid, 
dimana Allah SWT sebagai Maha Pencipta menciptakan segala benda bagi 
kesejahteraan umat manusia. Harta diyakini sebagai karunia Tuhan Yang Maha 
Esa dan setiap orang berhak untuk memperoleh karunia ciptaanNya tersebut. 
Jika diruntut keadilan sosial Islam dengan Pancasila sila Kelima, maka Sila 
Pertama Pancasila (tauhid) mewarnai setiap sila, maka sebagai Bangsa kita 
meyakini bah-wa harta yang kita peroleh adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa 
dan untuk itu maka kekayaan negara harus dirasakan oleh setiap warga Bangsa 
Indonesia. 
Konsep keadilan sosial dalam Islam diterapkan secara konkrit dalam 
bentuk zakat. Zakat adalah bentuk nyata dari tebaran kesejahteraan bagi umat. 
Harta didistribusikan kepada segenap masyarakat, dan zakat adalah bersifat 
wajib mengandung makna pembersihan menuju kesucian. Harta diperoleh 
dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam serta disitribusikan secara adil.  
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Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman: “Dan orang-orang yang dalam 
hartanya tersedia bahagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang 
tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).” (Qs. al-Ma’rij [70]:24-25). 
Ayat tersebut di atas menegaskan kembali Qs. 51:19 bahwa setiap tetesan harta 
yang diturunkan Tuhan kepadanya terdapat bagian milik orang miskin. 
Penerapan keadilan sosial haruslah dimaknai bukan hanya sekedar 
membangun lembaga-lembaga keuangan yang berbasis Islam (syariah), akan 
tetapi keadilan sosial adalah pendistribusian kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 
 
3. Ormas Islam dan Streotif Anti Pancasila 
Bangsa Indonesia wajib waspada kepada beberapa pihak yang selalu 
menghembuskan dan menyatakan bahwa pihak yang anti Pancasila dan 
Intoleransi adalah ummat Islam. Tuduhan itu bisa kita dengar dalam berbagai 
pembicaraan terbuka dan baca didalam berbagai tulisan yang mengambang 
fakta secara tidak terbuka dan langsung terasa diarahkan kepada pihak Islam. 
Mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan 
Nasionalisme Indonesia adalah pasti harga mati bagi ummat Islam Indonesia. 
Kemerdekaan Indonesia yang direbut dari Penjajahan Belanda (missi Zending 
salib dan Kapitalisme) adalah mayoritas dengan perjuangan yang banyak 
mengorbankan nyawa dan darah hanya bersenjatakan dengan alat bambu 
runcing dan senjata rampasan dalam perang Gerilya serta dengan teriakan 
AllahhuAkbar dari kalangan ummat Islam ketika itu. 
Memang ada partisipasi satu dua orang dari kalangan non-Islam dan 
mereka adalah sosok yang sangat sadar akan perjuangan Indonesia merdeka 
serta Nasionalisme ke-Indonesiaan mereka sangat kuat ketika itu dan 
bergabung dengan para pejuang Islam diberbagai daerah. Sangat berbeda 
dengan rasa Nasionalisme Indonesia disaat zaman milenial ini, terlalu banyak 
salah kaprah komprominya yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan 
penunggangan kepentingan asing akhir akhir ini. Berbagai tuduhan kepada 
ummat Islam Indonesia sebagai intoleransi, sebagai anti pancasila, sebagai anti 
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bhinneka tunggal ika dan sebagainya, bisa jadi yang selalu menuduh itulah 
yang sebenarnya anti pancasila, anti bhineka tunggal ika serta intoleransi.  
 
D. SIMPULAN 
Berdasarkan urian di atas dapat disimpulkan bahwa antara agama 
(khususnya Islam), Pancasila dan Negara dalam kasus Indonesia tidak dapat 
dipertentangkan antar satu dengan yang lainnya. Pancasila adalah hasil 
kompromi yang mengakomodasi seluruh kepentingan bangsa Indonesia yang 
plural termasuk kepentingan ummat Islam yang semula hendak membentuk 
negara berdasarkan Islam. Bahkan sesungguhnya Pancasila adalah hadiah 
umat Islam bagi NKRI yang pruralistik dan umat Islam tidak mungkin 
mengkhianati NKRI. Seluruh nilai-nilai Pancasila tidak ada yang bertentangan 
dengan Islam. Hukum Islam baik dalam tataran konsep, dasar filosofis maupun 
landasan konstitusional memiliki dasar legitimasi maupun konstitusional 
untuk diberlakukan dalam tata hukum Indonesia. Lebih dari itu, hukum Islam 
sangat berpengaruh terhadap tata hukum nasional menjadi sumber utama dan 
terpenting dalam pembentukan hukum nasional. Perlu diakui masih ada 
kelompok yang masih ingin mengubah NKRI dengan Pancasilanya menjadi 
Negara Islam dalam naungan khilafah. Namun sesungguhnya dikalangan 
kelompok Islam sendiri memiliki tafsir yang berbeda tentang khilafah.  
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